
Menimhang 
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I� 
PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU 

PERA TURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU 

NOMOR 6 T AHUN 2005 

TENT ANG 

PENETAP AN BAKU MUTU AIR DAN KELAS AIR SUNGAI LINT AS 
KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI BENGKULU 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNURBENGKULU 

a. bahwa air merupakan salah satu sum.her daya alam yang memiliki 
fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan 
manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan um.um, sehingga 
merupakan modal dasar dan faktor utama pemhangunan, khususnya 
dalam Propinsi Bengkulu; 

b. hahwa air merupakan komponen Lingkungan Hidup dan sum.her daya 
alam yang memiliki :fungsi sangat penting hagi kehidupan dan 
perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya; 

c. hahwa untuk melestarikan :fungsi air seperti tersehut pada huruf a di 
atas, perlu dilakukan penetapan haku mutu air dan kelas air sungai 
lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu, seperti yang diatur 
dan diamanatkan dalam pasal 9 ayat (1) hurufh Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air dalam Peraturan Daerah; 

d. hahwa herdasarkan pertimhangan sehagaimana dimaksud pada huruf 
a, b dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Propinsi Bengkulu; 

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pemhentukan Propinsi 
Bengkulu ( Lemharan Nagara Tahun 1967 Nomor 19, Tamhahan 
Lemharan Negara Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ( Lemharan Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tamhahan Lemharan Negara Nomor 3699 ); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sum.her Daya Air 
(Lemharan Negara Tahun 2004 Nomor 32 , Tamhahan Lembaran 
Negara Nomor 4377); 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lemharan Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tamhahan Lemharan Negara Nomor 4389 ); 
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5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967. Dan Pelaksanaan 
Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3445 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis 
Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952 ); Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
( Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 153 ); 

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 
tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah; 

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk menetapkan Kelas Air; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BENGKULU 

dan 

GUBERNUR BENGKULU 

MEMUTUSKAN : 

PERA TURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU TENT ANG 
PENETAPAN BAKU MUTU AIR DAN KELAS AIR SUNGA! LINTAS 
KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI BENGKULU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Propinsi Bengkulu; 
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2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu; 

3. Gubemur adalah Gubemur Bengkulu; 

4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Bengkulu; 

5. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Propinsi Bengkulu; 

6. Air adalah semua sumber air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah yang bersifat 
lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu, kecuali air laut; 

7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan, termasuk dalam 
pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara yang bersifat lintas 
Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu; 

8. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang di 
inginkan sesuai peruntukkannya untuk terjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah; 

9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diakui dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter 
tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

10. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi 
peruntukan tertentu; 

11. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air; 

12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang 
ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air; 

13. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi 
baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air 
yang di tetapkan; 

14. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau 
komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat 
tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya; 

15. Pengawas Lingkungan Hid up Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau 
tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan 
hid up; 

16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada 
Bapedalda Propinsi yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubemur. 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Penetapan baku mutu air dan kelas air dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk terjaminnya 
kelestarian fungsi air secara alamiah, dan air merupakan bagian dari komponen lingkungan 
hidup yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk 
hidup lainnya. 

(2) Penetapan baku mutu air dan kelas air dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan untuk 
menjaga agar mutu air pada sumber-sumber air tetap terkendali sesuai peruntukkannya. 

Pasal 3 

Penetapan baku mutu air dan kelas air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air 
yang ada pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan 
peruntukkannya. 

BAB III 
PENGELOLAAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR 

Pasal 4 

(1) Pengelolaan kualitas air dan Pencemaran Air lintas Kabupaten/Kota di selenggarakan secara 
terpadu dengan pendekatan ekosistem. 

(2) Keterpaduan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanan, pengawasan dan evaluasi. 

c- Pasal 5 

Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pencemaran air lintas Kabupaten/Kota sebagaimana di 
maksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, yang 
pelaksanaanya di lakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6 

(1) Pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menjamin kualitas air yang 
diinginkan sesuai peruntukkannya agar tetap dalam kondisi alamiah. 

(2) Pengawasan pencemaran air lintas Kabupaten/Kota dilakukan untuk menjamin kualitas air 
agar sesuai dengan baku mutu air, melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran 
air serta pemulihan kualitas air. 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Propinsi melakukan pengawasan pencemaran air pada sumber air lintas 
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bapedalda Propinsi selaku instansi yang bertanggung 
jawab di bidang lingkungan hidup. 
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Pemerintah Propinsi mengkordinasikan pengelolaan dan pemantauan kualitas air lintas 
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bapedalda Propinsi selaku instansi yang bertanggung 
jawab di bidang lingkungan hidup. 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan pengelolaan pada sumber-sumber air 
lintas Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pemerintah Propinsi 
yang dalam hal ini dilaksanakan Bapedalda selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang 
lingkungan hidup. 

BAB IV 
BAKU MUTU AIR DAN KELAS AIR 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran au, Gubemur menentukan daya tampung 
beban pencemaran pada sumber-sumber air. 

(2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal 8 ini, untuk 
dipergunakan dan dipedomani dalam : 

a. Pemberian izin lokasi dari pihak pengelola/Pemerintah Kabupaten/Kota. 

b. Pengelolaan air dan sumber air. 

c. Penetapan rencana tata ruang. 

d. Pemberian izin pembuangan air limbah. 

e. Penetapan mutu air dan program kerja pengendalian pencemaran air. 

(3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal 9 

Klasifikasi mutu air ditetapkan dalam 4 ( empat) kelas : 

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau 
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, 
pembudidayaan ikan air tawar, petemakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan 
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, 
petemakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 
mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau 
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 
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Pasal 10 

Baku mutu air dari setiap kelas air lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu ditetapkan 
sesuai dengan klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah dan 
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. 

Pasal 11 

Sungai lintas Kabupeten/Kota dalam Propinsi Bengkulu terdiri dari: 

a. Sungai air Bengkulu berserta seluruh anak sungainya. 

b. Sungai air Nelas beserta seluruh anak sungainya. 

c. Sungai air Hitam beserta seluruh anak sungainya. 

d. Sungai air Seblat beserta seluruh anak sungainya. 

e. Sungai air Ketahun beserta seluruh anak sungainya. 

Pasal 12 

(1) Sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu seperti tercantum dalam Pasal 11 
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kelas sebagai berikut : 

a. Sungai air Bengkulu beserta seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas satu. 

b. Sungai air Nelas beserta seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas satu. 

c. Sungai air Hitam beserta seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas dua. 

d. Sungai air Seblat beserta seluruh anak sungainya ditetapka pada kelas satu. 

e. Kelas sungai air Ketahun ditetapkan pada dua bagian : 

1. Bagian hulu sungai air Ketahun dari Danau Teske hulu sungai termasuk seluruh anak 
sungainya ditetapkan pada kelas satu. 

2. Bagian hilir sungai air Ketahun dari Danau Teske hilir sungai sampai ke muara sungai 
termasuk seluruh anak sungainya ditetapkan pada kelas dua. 

(2) Kelas air sungai seperti tercantum pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Baku Mutu Air 
seperti tercantum pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini. 

Pasal 13 

Pada saat ditetapkannya kelas air sungai-sungai lintas Kabupaten/Kota seperti tercantum pada pasal 
12 Peraturan Daerah ini, temyata kualitas mutu air sungai tersebut belum memenuhi kelasnya, maka 
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama harus melakukan 
pemulihan mutu air tersebut. 
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BABY 
PENGAWASAN 

Pasal 14 

(1) Pengawasan air sungai lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kelasnya seperti tercantum pada 
pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. 

(2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan tata cara pengawasannya diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Gubemur. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur 
Baku Mutu Air dan Penggolongan Air berserta peraturan pelaksanaanya dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal 17 

., Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

t?ENJABAT GUBE 

u. 
stus 2005 

SEMAN WIDJOJO 
Diundangkan di Bengkulu 
padatanggal 31 Agustus 2005 

Pit. SEKRETA AERAH PROPINSI BENGKULU 

IM 

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BENGKULU T AHUN 2005 NOMOR 6 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU 
NOMOR: 6 TAHON 2005 

TENT ANG 

PENETAP AN BAKU MUTU AIR DAN KELAS AIR SUNGA! LINT AS KABUP ATEN/KOT A 
DALM PROPINSI BENGKULU 

l PENJELASAN UMUM 
Air merupaka.n sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga 

perlu di lindungi agar dapat tetap bennanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk 
bidup lainnya 

Untuk menjaga atau mencapai .kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara 
berkelaajutan sesuai dengan tingkat mutu air yang di inginkan, maka perlu upaya pelestarian clan 
atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar 
kualitasnya tetap pada kondisi a1amiah. 

Air sebagai koponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan di pengaruhi oleh 
. komponen lainnya, Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup 

akan menjadi buruk pula, sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan 
manusia serta kehidupan makhluk hidup .tainnya. 

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus di 
pergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan 
air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijak dengan 
memperhitungk.an kepentingan generasi masa kini dan masa depan untuk itu air perlu di kelolah 
agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun lmalitasnya dan bermanfaar bagi 
kehidupan dan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, agar tetap berfungsi secara 
ekologis, guna menujang pembangunan yang berkclanjutan. Disatu pih.ak, usaha dan atau 
.kegiatan manasia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi dilain pihak berpotensi 
menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam 
ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan peroduktifitasnya. Agar air dapat 
bermaufaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelaajutan, maka dalam pelaksanaan 
pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang 
benar dan berpedoman kepada Baku Muta Air dan sesuai dengan kelas aimya, sungai lintas 
Kabupaten/Kota dalam Propinsi Bengkulu. 

Dengan ditetapkannya Baku Mutu Air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota dalam . 
Propinsi Bengkulu dan memperhatikan kondisi aimya akan dapat dihitung berapa besar beban 
zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehinga air dapat berfungsi sesuai 
dengan peruntuk.kannya. . 

Dengan Keputusan Gubemur Bengkulu Nomor 506 Tahun 1991 tentang Penggolongan 
dan Baku Mutu Air di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu sudah tidak sesuai lagi dengan 
tuntutan pembangunan seperti yang diamanatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 
2001 oleh karena itu perlu segera ditetapkan · Baku Mutu Air dan Kelas Air lintas 
Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Bengkulu dengan Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu. 

II. PENJELASAN P ASAL DE:MI PASAL 

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 Cukup Jelas. 

Pasal 5 yang dimaksudkan pihak ketiga dalam pasal ini adalah pihak swasta ataupun pihak 
perguruan tinggi, 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Cukup Jelas. 
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Pasal 8 

Ayat(l) ' ';. · ·; '. · 
Daya tampuog beban pencemaran pada sumber-sumber air sungai lintas 
Kabupaten/Kota dalatn . Propinsi Bengkulu WUt ditentukait :. da# ·di: atur · lebih 
lanjut dengan Surat Keputusan Gubemur. . . '. . 

Ayat(2) 
Daya tampung bebaa pencemaran yang dimaksud adalah unmk dapat 
dipergunakan dan dipedomani oleh piha.k Pemerintali Propinsi · da1l Pemerintah 
Kabupaten/Kota. . 
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Ayat(3) 
CukupJelas 

Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Cukup Jelas. 

Pasal 11 Sungai lintas kabupaten/Kota dalam Propfusi Bengkulu terletak pada : . .: : 
a. Sungai Air Bengkulu terletak pada daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu. 
b, Sungai · Air Nelas tedttak pada dacrah Kabupaten Kepahyang, Kabupaten · Seluma, 

Kabupaten Bengkulu Utara clan Kota Bengkulu. 
c. Sungai Air Hitam terletak pada daerah Ksbupaten Bengkulu Utara dan Kata Bengkulu 
d. Sungai ·Ail Sebelat terletak ·pada daerab Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang 

Lebong.' ' . 
e. Sungai Afr Ketahun terletak pada daerah Kabupaten Bengkulu Utara clan Kabupaten Lebong. 

Pasal 12 sampai pasal 13 Cukup Jelas 

Pasal 14 
Pejabat Pengawas Llngkungan Hidup Daerah yang df maksud dalam pasal ini aclalah . 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Bengkulu yang akan diatur dan 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubemur Bengkulu. 

Pasal 15 sampai dengan 17 Cukup Jelas 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 
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